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Jakarta - Kementerian Hukum (Kemenkum) terus berupaya mewujudkan 

pembangunan hukum nasional yang responsif terhadap kebutuhan zaman. Kali 

ini, Kemenkum mengesahkan kerja sama lintas sektoral dengan 20 kementerian 

dan lembaga pemerintah dalam bentuk nota kesepahaman (NK). 

Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, mengatakan kerja sama dilakukan untuk 

memberikan pelayanan publik yang adil dan dapat diakses oleh semua kelompok 

masyarakat. Ke-20 kerja sama ini membuka ruang bagi Kemenkum untuk 

mengintegrasikan pelayanan hukum dengan berbagai sektor, di antaranya sektor 

pendidikan, perekonomian, penegakan hukum, lingkungan, hingga pekerjaan 

umum. 

“Ini adalah bentuk nyata dari semangat kolaborasi lintas sektor dalam rangka 

memperkuat koordinasi, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan tugas 

pemerintahan,” kata Supratman, Rabu (14/5/2025). Menteri kelahiran Sulawesi 

Selatan ini menjelaskan bahwa pembangunan hukum nasional tidak dapat 

dilakukan oleh Kemenkum sendiri. Dibutuhkan upaya gabungan dari berbagai 

kementerian dan lembaga dalam pembentukan regulasi, penegakan hukum, dan 



pelayanan publik. “Semoga kolaborasi ini terus tumbuh, berkelanjutan, dan 

memberikan dampak nyata bagi bangsa dan negara. Saya percaya, dengan 

semangat gotong royong, kita mampu mewujudkan sistem hukum nasional yang 

modern, adaptif, dan berpihak pada keadilan,” tuturnya. Ia menyebut bangsa 

Indonesia tengah menghadapi beragam perubahan, baik di bidang teknologi 

maupun sosio kultural. Perkembangan ini pun menjadi tantangan tersendiri 

dalam pembangunan hukum. Sistem hukum nasional Indonesia dituntut menjadi 

adaptif sehingga sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

 


